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ABSTRAK

PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG DENGAN MENGGUNAKAN
REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)

Oleh
YUDI MUHAMMAD IRSAN

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi,
diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu
pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Untuk mencapai sebuah proses
tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung
oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan
penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Rekaman
CCTV bisa digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-
tilang sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung Kkegiatan
penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat
digunakan peralatan elektronik. Masih banyak masyarakat di wilayah Bandar
lampung yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi
yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah Bagaimanakah penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV
dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas, Apakah faktor
penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Data studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data kualitatif. Narasumber
pada penelitian ini terdiri dari Kasubag Dirlantas Polda Lampung Pengadilan
Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa : Penerapan E-tilang di
Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji coba dan
dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang
selanjutnya. Faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya
masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan sistem
E-tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang
lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Faktor wilayah dan cuaca juga
menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-tilang karena aksesibilitas jaringan
aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika
ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan pun akan terganggu, untuk itu
diperlukannya jaringan yang stabil untuk memproses penilangan.



Yudi Muhammad Irsan
Adapun saran yang diberikan penulis perlunya sosialisasi secara menyeluruh dan
merata kepada masyarakat sehingga dapat memahami sistem E-tilang dengan
baik. Faktor wilayah dan cuaca menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-
tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan
jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan
pun akan terganggu, maka dari itu perlu nya pemasangan tower pemancar sinyal
sehingga sistem dapat berjalan stabil.

Kata kunci : Penerapan, E-tilang, Lalu lintas, CCTV.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi
kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama
dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk
menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta

peraturan terkait lainnya.

Melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapai
tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi
memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang
berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas
seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting
dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan

dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini

melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam



mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan

bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.*

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas
bernama E-tilang (tilang elektronik). E-tilang adalah digitalisasi proses tilang,
dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih
efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen
administrasi. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu
lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia
menerapkan sistem E-tilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik
pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan
kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau

keadaan jalan.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang

mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan

! https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-
tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ diakses pada tanggal 09 november 2017 pukul 20.31


https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/
https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/

frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis
kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi dan
dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi ini

seperti rekaman kamera CCTV.

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat
rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana
rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya
menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada
waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti
menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang

menggunakan broadcast signal.?

CCTV telah banyak digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, diatur
dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XI1V/2016 tanggal 7
September 2016. CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-
Undang ITE merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku,
sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam
proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang ITE.

2 Herman Dwi Surjono, Pengembangan Pendidikan T di Era Global, Pendidikan Teknik
Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, him. 18.



Rekaman CCTV juga dipergunakan untuk memantau situasi yang berada di jalan

seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, pembegalan, dan pungli.

a. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya
lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi
kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang
tidak mempunyai transportasi publik yang memadai dan tidak seimbangnya
kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.® Kemacetan semakin
meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat
berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus
berhenti atau bergerak sangat lambat.*

b. Kecelakaan dapat diartikan sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan
dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor
lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang
mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak,
kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak
diinginkan lainnya. >
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Jalan Raya dan Lalu Lintas Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta

¥ https://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan

* Ofyar, Z Tamin. .Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung, Indonesia: Penerbit
ITB. 2000. him 22

® Nayaka Bhaswata. Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning Ul
Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia (Skripsi). Depok : FKM Ul. 2009


https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_publik

benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hal ini

terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Korban meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan
meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka
waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

2. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya
menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam
jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian
digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau
tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih
untuk selama-lamanya.

3. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka
yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit
dari 30 hari.®

c. Perampasan atau yang sering dikenal dengan sebutan pembegalan adalah
kejahatan dilakukan dijalan dengan merampas atau pencurian kendaraan
bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa korban. Pembegalan
sering terjadi di wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor
atau banyak pelaku pembegalan beraksi ketika malam menjelang subuh tiba.

Kasus ini pun cukup mencuri perhatian, umumnya para pelaku begal adalah

remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak

yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra

® pemerintah Repubikl Indonesia, (1993), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Perasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.



kurikuler, namun banyak dari mereka ternyata menghabiskan waktunya
dengan aksi-aksi kriminalnya.

Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan
aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya tidak sendirian
melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan
berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura
motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban, setelah
membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman
membawa masalah baru, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman
tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Dari
berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku
dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti
perampokan, dan memberikan informasi secara transparan sehingga
diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Aksi begal yang sering
terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat
tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, proses hukum bagi para
pelaku pembegalan harus ditegakan.

. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya
dikenakan atau dipungut. Pungli dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP
dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun. Tindakan pungli diatur
dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan



sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap
suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan
suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang
dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya
kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu
lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu
pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu,
menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain -lain.
Dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional, E-tilang merupakan
proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses
tilang akan lebih efisien dan efektif. Penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam
proses E-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
Perspektif Penerapan E-tilang menggunakan Rekaman CCTV (Studi Kasus Di

Wilayah Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka
terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:
a. Bagaimanakah penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV

dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas ?



b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah

Bandar lampung ?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan maka
ruang lingkup pada permasalahan ini mengkaji bagaimana penerapan E-tilang
dengan menggunakan rekaman CCTV dan apa faktor penghambat penerapan
sistem E-tilang di wilayah Bandar lampung. Tahun penelitian dimulai pada tahun

2018. Lokasi penelitian dilakukan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan yang hendak

dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan

yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukan kualitas penelitian. Dari uraian
latar belakang, rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini
bertujuan:

a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan E-tilang dengan menggunakan
rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-
lintas.

b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di

wilayah Bandar lampung.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan penulis dalam bidang penggunaan rekaman CCTV terhadap
penerapan sistem E-tilang (studi kasus di wilayah Bandar lampung).

b. Secara Praktis
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi
praktisi dalam mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan

sistem E-tilang di wilayah Bandar lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang
relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.” Melalui landasan teori maka
ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat, guna pembentukan
analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.® Dalam landasan teoritis, selain
terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat
asas, konsep dan doktrin.’ yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang
memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai

“penerapan E-tilang dalam menggunaan rekaman CCTV”.

” Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. him.72.
®Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011. him. 13.

’Hans Kelsen. Pengantar Teori Hukum. Nusa Media. Bandung, 2012. him. 23
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Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Teori Penerapan dan Teori Faktor Penghambat.
a) Teori Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan
hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang
diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan
tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang
diklakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan
meliputi:

1) Adanya program yang dilaksanakan

2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses
penerapan tersebut.

b) Teori Faktor Penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam

peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan adalah teori

yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum

yaitu:'°

'® Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni Bandung, 1983, him 34.



1)

2)

3)

4)

5)
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Faktor hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya
adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.
Artinnya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuan secara efektif
dalam kehidupan masyarakat.

Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).
Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan
pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang
untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau
tugas.

Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor
sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

Faktor masyarakat.

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh kerena itu, dipandang
dari sudut tertentu maka masyrakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut.

Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-



2.
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konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan

apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang akan diteliti.** Kerangka konseptual yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau
sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai
cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan
maupun tulisan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang
diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan
tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang diklakukan
baik secara individu maupun kelompok dengan maksud unutk mencapai
tujuan yang telah dirumuskan.

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi
yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga

membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Umum, Ul Press Alumni, Bandung, 1986, him 126
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d. Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) merupakan sebuah kamera video
digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada
suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar

monitor.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar
Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

1 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian
umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang
nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku

dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek.

i METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari
Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.
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IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari
bagaimana penggunaan rekaman CCTV (Closed circuit television) terhadap

penerapan E-tilang dalam meminimalisir tindak pidana pungli.

Vv PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang
kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan
saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan
skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang

diteliti.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh
subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam
setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada
norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan
aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam
memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan

masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum.
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Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian
pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan
hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide
hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk
undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.*?

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum
dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.
Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam
menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:*
1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) :
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat
ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana
hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang:
fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus
ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum
merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,
yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu.

12 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Sinar Baru,
Bandung 2001), him. 15
13 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145
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Manfaat (zweckmassigkeit) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan
hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.
Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul
keresahan di dalam masyarakat.

Keadilan (gerechtigkeit) :

Merupakan salah satu tujuan hokum yang utama di samping kepastian hokum
(Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zwckmassigkeit). Keadilan sendiri
berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewjiban. Di antara sekian hak
yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar
sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi
manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hokum yang kemudian dikupas

adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi

penegakan Vyaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya,

selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas,

lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada

kondisi hukum suatu negara.™

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses

pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa

yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum

14 Soekanto,Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta ; Raja
Grafindo, 2004, him.23
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menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta
upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum,
maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan

hukum pidana formil.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang
melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui
penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan
hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang

berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.™

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak

hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh Undang-Undang ini adalah

sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polri atau pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil)
tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyelidikan.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh hukum tetap.

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

1> MardjonoReksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta ; Ui Press, 1994, him 79



19

4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-
undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan

oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan
hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum
yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat

hukum, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting

yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana
pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya.

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya.

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun
yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

materiilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum
pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
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Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-
akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah
penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi
kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving. Berbeda
dengan istilah law enforcement, yang sekarang di beri makna represif, sedangkan
yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law
compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih

tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.*

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut
Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*’

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Ditinjau dari sudut subjeknya:®
a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

1% Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya ; FH Universitas 2005,
him. 2

7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali,
1983, him. 24.

'8 Dellyana Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988. him. 34.
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b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-
nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan

peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan,

karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di

Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak

postif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:*°

1. Faktor hukumnya sendiri
Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh
lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat
oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai
lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang membuat hukum
akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

19 Soerjono Soekanto, 1986, Op.Cit, him. 36.
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2. Faktor Penegak Hukum
Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan
(status) atau peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu
dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan
hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang
memegang peranan karena beberapa hal sebagai berikut:?°
a. tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga

dapat mengatur perilaku manusia.
b. adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan
perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas
Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi
maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk
membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di
daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat
untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau
fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan

penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

% Harie Tuesang, Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi, Jakarta ; Restu Agung. 2009,
him. 10



23

4. Faktor Masyarakat
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah
tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan
suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.
Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama,
ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena
itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum,
yakni:
a. pengetahuan hukum
b. sikap terhadap norma-norma
c. perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang
berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka,
kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang
berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan),
yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut
harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat,

agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
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Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparatur penegak hukum. Aparatur
penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan
aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat
dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum,
jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait
mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu
terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

pemasyarakatan kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen
penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai
perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja
kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk
mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung
baik Kkinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang
dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya
penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu
secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri

secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
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B. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan
mobilitas sosial masyarakat. LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dengan
masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan
dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di
Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda
sampai pada era refomasi pada saat ini. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu
lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman
masnyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.
Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu
lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu
lintas. Seperti yang Kkita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan

(perkara) melangar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.?

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas
dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir
masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam
berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati,
saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa
kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas
atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat
disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyabab pelanggaran lalu lintas yaitu

faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

2! poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67
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Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan
Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang
dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila

ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung,
Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang
diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kilasifikasi jenis pelanggaran ringan

2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang

3. Kilasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai
pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain:
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.
Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai

berikut :
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Tidak memiliki SIM.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling
banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

Memiliki SIM tidak dibawa saat razia.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling
banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur
kecepatan, dan knalpot.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem,
kaca depan, bumber, penghapus kaca.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling
banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrat,
pembuka roda, dan peralatan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau dendapaling
banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling

banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
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Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling
rendah.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dendpaling
banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda
coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling
banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak
mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

Mengendarai kendaraan bermotor dijalan tidak menyalakan lampu utama
pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107
ayat (1).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1)

Mengendarai sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang
hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling

banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat?2).
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14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa
memberi isyarat lampu.
Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu

(Pasal 294).

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab
kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam.
Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab
tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas
yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.? Jalan tol adalah
suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan
bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke
tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga
merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Pada
prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil
tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak

yang dirugikan.

C. Pengertian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk
mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal
tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat

tertentu secara real time, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau

22 Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh
Terbesar Ketiga, Jakarta, 2012, him.45
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dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya
CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : bank, hotel,
bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya,

rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Sistem CCTV pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di
Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. CCTV tersebut digunakan untuk
mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman (Walter Bruch)
yang bertanggung jawab untuk desian dan instalasi sistem. Sistem perekaman
CCTV masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam
penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan,
sementara roket yang lebih besar sering dilengkapai dengan CCTV yang
memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali

ke bumi dengan link radio.

Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika
Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya
untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk
perpipaan gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke
teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan CCTV di kemudian hari
menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan

merekam bukti kegiatan kriminal

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat
rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana

rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya
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menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar
pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti
menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang

menggunakan broadcast signal.®

Cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data
berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi
mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data
melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah
monitor tersebut. Jadi, CCTV diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan

data ke satu tujuan.

Itulah alasan penambahan kata Closed-Circuit. Closed Circuitartinya jalur
pengiriman data yang bersifat tertutup yang tidak sembarang orang mampu
mengaksesnya. Umumnya, pengiriman data kamera CCTV ke monitor atau video

recorder menggunakan koneksi kabel atau non-kabel ?*

Penggunaan video kamera yang mengirim sinyal atau penyiaran yang tertuju
pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik-
terbatas”. Penyiaran rekaman CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh
monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. rekaman
CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh
tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang

terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara real

% Herman Dwi Surjono, Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle. Yogyakarta :UNY
Press. 201., him. 18.

** Budi Cahyadi, Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android,
Yogyakarta: Andi Publisher. 2014. him. 2
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time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau

dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV
merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga
setiap kejadian dapat dilihat melalui rekaman CCTV dengan menggunakan
komputer. Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat bukti rekaman
CCTV diperlukan hal-hal sebagai berikut :
1. Informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV harus memiliki
keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya.
2. Bentuk rekaman CCTV yang paling baik untuk ditampilkan adalah bentuk
video aslinya, sehingga informasi di dalamnya terjamin keasliannya.
3. Rekaman CCTV harus merupakan alat bukti yang sah. Sah tidaknya
rekaman CCTYV ditentukan oleh :

a. Dalam memperoleh rekaman CCTV harus memenuhi persyaratan
minimum sistem elektronik yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1),
dan

b. Bukan merupakan hasil tindakan intersepsi atau penyadapan. Kecuali
intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
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D. Pengertian Sistem E-tilang (Tilang Elektronik)

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi
kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.? Proses penilangan sebelum
adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan
santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar
diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan
membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang

lama dalam mengurus tilang.

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui
bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-
tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang
kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi
dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan

mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu

Polisi telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang online, dengan adanya aturan
baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita
banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya E-
tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas
secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab
pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah

dimiliki oleh pihak kepolisian.

% https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran diakses pada tanggal 20 desember 2017
pukul 08.47


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran
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Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal
sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang
sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima
pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita
langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya
di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi
dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan

mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

1. Cara Proses Pembayaran E-tilang

Dalam pemberlakuan sistem tilang elektronik atau E-tilang, Korlantas Polri
meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang
di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil
diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor
ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak
memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual
melalui teller bank yang sudah di tetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak

kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

2. Manfaat E-tilang

E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada
pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang
elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang
adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa

denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya,


https://www.cermati.com/daftar/kartu-kredit-bri
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untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak

hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat.
Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang
sangat menyita waktu. Sistem realtime yang ada pada E-tilang ini memungkinkan
pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya,
sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika
ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa

memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.

3. Kekurangan dari E-tilang

Untuk saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini
hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa
dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk
meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukanlah sistem E-tilang ini. Karena
dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan

petugas.”®

Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan
berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan
pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada
pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia
miliki, bisa dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara

diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika

% https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-
kepolisian diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 19.09


https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian
https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian
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sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga di
ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup
menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut

dalam pemberitahuan.

E. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga
dikategorikan pemeriksaan cepat.?’” Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak
pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan
bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah
pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu
lintas.?® Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211
KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran
tertentu itu adalah:

a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan
keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan
kerusakan pada jalan.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan
surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji

kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut

? Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, Ull Pres,
Yogyakarta, 2013, him. 63

%8 Jurnal Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan
Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yongyakarta, 2009,
him. 5
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ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan
orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan
kendaraan dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat
tanda nomorkendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah
yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur
lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang
diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara
memuat dan membongkar barang

g. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan

beroperasi di jalan yang ditentukan.

Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas
sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat
dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9
Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas,

yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016.
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Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya
meningkatkan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Yang dimaksud
dengan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran
yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan

setelah proses persidangan.

Pasal 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu
lintas yang diputus oleh Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini
adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak
termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan 92), Pasal 275
ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling
sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu
lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma No. 12 Tahun 2016). Perkara
pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa

hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma No. 12 Tahun 2016).

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnnya terletak pada faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat.
Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di

dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat
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untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang

berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam
menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar
dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu
lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-
pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan
lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang

mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang. %

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan
mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan repserif atau
menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga harus
mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan
patrolirutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas.
Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia
kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan
bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
pihak kepolisianyaitu upayapreventif dan upaya represif dengan penjelasan

berikut.

» M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politeia, Bogor, 1981, hal. 66
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1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah

terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

a.

Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada
pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak
atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam
arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam
mengatur lalu lintas di jalan umum.

Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada
tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat
pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila
menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera
mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.

Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui
pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti
diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan
Sekolah), Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, dan Saka
Bhayangkara.

Polmas atau perpolisian masyarakat adalah prosesedukasi ditingkatkan
komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.

Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap
pelanggaran marka jalan.

Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikkan atau

penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem
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pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya
pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli
terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat
tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada
pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak

melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas

dengan cara represif adalah sebagai berikut:

a.

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai
undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di
pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang
disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau
mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin
mengemudi (SIM).

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang
melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran
lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa
tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat

menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam
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masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat
menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat
memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan

pelanggaran oleh masyarakat atau korban.*

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada
masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi
lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara
berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya
upaya diatas diharapkan apa yang ditujukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan
kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan
kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya

banyaknya pelanggaran.

% Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69
%! 1bid, hal. 70



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekataan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik
hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun
hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut
pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisanya.*

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan
menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-
asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan
sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan
masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman
tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti

yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan

*? Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, him. 43.
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dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh
hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran
subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penerapan

ilmiah

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam
kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,
baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan

pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan
jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua
yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.®
Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan
wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang
dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

%3 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1984. him. 12
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jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.>* Data
yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi
kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan
mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan
serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara
lain:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lians dan Angkutan
Jalan.

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
(KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan
mengenai bahan-bahan primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan
teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

** Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
him. 192.



46

C. Penentuan Narasumber
Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh
dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat

atas objek yang diteliti.*®

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk
memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasubag dirlantas polda lampung =1 orang
2. Jurusita Pengganti Staf Pidana Bagian =1 orang
Tilang Pengadilan Negeri Tanjung
Karang -1
3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas =10rang

Hukum pada Universitas Lampung

Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara

yaitu:

a. Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis
dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca,
mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan,
buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

3> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him 175.
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Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara
langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.
Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu
mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya

diolah dengan menggunakan metode:

a.

Seleksi data, memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah
data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya
apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang
kurang lengkap akan diadakan penambahan.

Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan
dan akurat untuk kepentingan penelitian.

Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan
satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai

sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam

menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.
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E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca
dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu
menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan
secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan

saran.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai
sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas
walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena
penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji
coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang
selanjutnya. Proses tilang ini dibantu dengan memasang kamera CCTV di
setiap lampu merah untuk memantau keadaan di jalan, para pengendara
yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi
melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap
gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan

saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak.

Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah,
sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Pelanggar yang melakukan
pelanggaran lalu lintas akan dicatat oleh petugas melalui aplikasi yang
sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan

sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan
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denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka
keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui teller, ATM BRI,
ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Tapi dengan adanya denda
kesepakatan yang di sepakati oleh Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan
Bank BRI di wilayah Bandar lampung, maka pelanggar hanya membayar
tilang sesuai denda yang sudah disepakati. Setelah pembayaran selesai
dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu

mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas

. Faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya
masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan
sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya
sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Faktor
wilayah dan cuaca juga menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-
tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi
menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang
buruk maka layanan pun akan terganggu, untuk itu diperlukannya

jaringan yang stabil untuk memproses penilangan.

lima faktor penghambat penegakkan hukum menurut soejono soekanto:

1) Faktor Hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
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2) Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum merupakan golongan panutan
dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-
kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak
hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya
dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada
hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana: Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan
lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung
dalam pelaksanaanya. Maka dengan menggunakan rekaman CCTV kita
dapat melihat pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga langsug
dapat diproses dan membantu memantau keadaan yang berada di jalan.

4) Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.
Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan: Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,
yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya
bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah
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suatu garis pokok tentang perikelakuan yang dianggap baik seharusnya

diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan
dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat
cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus
menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi system error.
Perlunya pemasangan tower pemancar sinyal agar proses sistem E-tilang
dapat berjalan dengan stabil.

2. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang
membuat masyarakat belum sepenuhnya mengerti dengan bagaimana
proses dan cara pembayaran dari system E-tilang. Perlunya sosialisasi
agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat

merasakan manfaatnya.
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